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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa untuk memenuhi keterwakilan unsur pelaksana
akademik pada keanggotaan senat Politeknik Negeri
Pontianak maka perlu dilakukan perubahan pada Statuta
Politeknik Negeri Pontianak;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri
Pontianak belum mengakomodir kebutuhan peraturan
perundang-undangan dan organisasi sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri

Pontianak;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan
Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik
Negeri Pontianak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1183), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Anggota Senat terdiri atas:
a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan,;
b. Direktur;
Pembantu/Wakil Direktur;
d. Ketua Jurusan; dan
e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
(2) Prosedur mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan,
dan pemberhentian keanggotaan Senat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal,
yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A
(1) Jumlah anggota senat dari wakil dosen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur profesor;

dan
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. 1 (satu) orang dosen yang mewakili unsur bukan
profesor.

Dalam hal anggota senat dari dosen yang mewakili unsur

profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

belum terpenuhi, anggota senat dapat diwakili dari unsur

dosen bukan profesor.

Pasal 16B
Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ex

officio.

Pasal 16C
Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.
Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang
berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Pasal 16D
Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk
komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
Prosedur mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Ketua Senat.

3. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 88A
(1) Anggota senat yang diangkat sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai
dengan diangkatnya anggota senat yang baru sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Pengangkatan anggota senat yang baru dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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